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Memetik Pelajaran dari Kasus Ketua KPU

MASYARAKAT Jawa sangat
mengenal salah satu nasehat yang
memiliki makna filosofis tinggi : aja
adigang, adigung, diguna. Kalimat
yang memiliki makna dalam seba-
gai aturan dalam kehidupan dan
peribahasa Jawa ini telah lama
menjadi bagian tak terpisahkan dari
warisan budaya yang kaya akan
kearifan lokal, penuh makna
filosofis, dan tetap relevan dengan
kehidupan kita hari ini.

Peribahasa aja adigang, adi-
gung, adiguna, kerap diidentikkan
dengan kekuasaan, kekuatan dan
kesaktian (kepandaian) yang digu-
nakan bukan pada tempat sewa-
jarnya. Tiga kata yang mewakili tiga
aspek dalam kehidupan manusia
yang harus dijaga dan diterapkan
dengan baik, agar hidup menjadi
lebih baik. Sebagai nasehat aja adi-
gang, adigung, adiguna bermakna
agar manusia tidak semena-mena
menggunakan dan meny-
ombongkan atas segala sesuatu
yang dia miliki. Baik dari segi keku-
atan, kekuasaaan memerintah
maupun kepandaian.

Dan kalimat filosofis Jawa ini sa-
ngat pas ketika digunakan untuk
melihat kasus Ketua KPU Hasyim
Asy’ari. Entah sudah berapa kali
Hasyim Asy’ari mendapat teguran
dan peringatan Dewan Kehor-
matan Penyelenggaraan Pemilu
(DKPP) karena pelbagai kasus
yang menyelimuti. Namun ia begi-
tu licin, selalu lolos dari sanksi
yang mestinya diterapkan. Meski
mengantongi beberapa kali sanksi
peringatan keras terakhir.

Miris. Sikap adigang adigung adi-
guna-nya kian  menjadi-jadi.
Hasyim lupa, di atas langit ada la-
ngit. Jumawa dan mungkin tidak
pernah menyangka, kebrutalannya
mengumbar syahwat dengan
menggunakan relasi kuasa, mem-
buat terjerembab. Karenanya kepu-
tusan DKPP mendapat apresiasi
Koalisi Perempuan sebagai kepu-
tusan terbaik menghentikan segala
bentuk terhadap kekerasan perem-
puan. Keputusan ini membuat ada
pesan tegas : tidak ada toleransi
dan ruang bagi pelaku kekerasan
terhadap perempuan termasuk
yang menjadi bagian penyeleng-
gara pemilu di Indonesia. (KR, 6/7)

Ada pelajaran yang bisa dipetik
dari kasus relasi kuasa yang di-
lakukan dengan adigang adiung.
Relasi kuasa yang digunakan pim-
pinan fi dengan ancaman — untuk
melakukan kekerasan seksual
terutama pada mereka yang ber-
ada di dalam lingkaran di bawah-
nya atau dalam relasinya.

Teori sosial dicetuskan filsuf
Prancis, Michel Fouchault me-
nungkap bila kekuasaan merupa-
kan suatu dimensi dari relasi. Di-
mana ada relasi pasti ada kekua-
saan. Maka kekerasan seksual
karena relasi kuasa bukan hal baru,
bahkan merupakan fenomene gu-
nung es. Baik di kalangan pekerja :
informal juga formal, buruh bahkan
juga akademisi : dosen mahasiswa
bahkan juga profesional lainnya.

Perkembangan kejahatan seksu-
al ini, mesti segera disikapi melalui
kebijakan rumusan pidana dan so-
sialisasi yang masif di masyarakat,
di lingkungan kerja, lingkungan
pendidikan. Semua ini untuk me-
nimbulkan kesadaran hukum
terkait eksistensi relasi kuasa da-
lam suatu tindak pidana kekerasan
seksual. Dan keputusan DKPP
atas kasus Ketua KPU mestinya
bisa menjadi preseden baik menuju
Indonesia lebih ramah perempuan.

Kasus Ketua KPU, harus menja-
di pembelajaran terutama bagi kor-
ban kekerasan seksual yang sela-
ma ini diancam dan diintimidasi un-
tuk berani bersuara mencari keadi-
lan. Speak Up! Lantangkan keti-
dakadilan yang mencengkeram,
meski itu dilakukan atasan, pimpin-
an ataupun pejabat di lingkungan-
nya. Semua yang disertai ancam-
an, adalah kekerasan. Apalagi keti-
dakadilan yang berujung terjadinya
kekerasan seksual. Yakinlah ada
hukum serta undang-undang yang
melindungi korban. Juga ada ba-
risan besar yang siap mendukung
untuk mendapatkan keadilan.

Saatnya bagi KPU segera mem-
bentuk pedomanan penanganan
kekerasan berbasis gender. Ter-
utama dalam menghadapi Pilkada
2024. Keputusan DKPP harus
menjadi pembelajaran penting se-
mua institusi, bahwa tidak ada im-
punitas terhadap pelaku kekerasan
seksual. [O-f
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Moratorium Tambang dan Peluang Perbatkan Tata Kelola

PADAada awal November 2023,
Pemda DIY menerbitkan Instruksi Gu-
bernur (Ingub) DIY No0.3/2023 tentang
Penanganan Kerusakan Lingkungan
Akibat Aktivitas Pertambangan pada
Daerah Aliran Sungai Progo di DIY.
Ingub ini menetapkan moratorium
pemberian izin usaha pertambangan di
wilayah tersebut. Keputusan ini, yang
ditandatangani Gubernur DIY Sri
Sultan HB X, bertujuan untuk
menanggulangi kerusakan lingkungan
yang disebabkan oleh aktivitas per-
tambangan yang tidak terkontrol.

Moratorium ini mencakup beberapa
poin penting, antara lain penolakan
permohonan perpanjangan izin
dan penerbitan izin baru, evalu-
asi kualitas lingkungan wilayah
izin usaha pertambangan, dan
instruksi kepada pemilik izin un-
tuk melaksanakan reklamasi
sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Dalam  perkembangannya,
Sekda DIY, Beny Suharsono,
menjelaskan bahwa Ingub ini ju-
ga bertujuan untuk mengevalu-
asi keseluruhan izin pertamban-
gan guna menyusun rencana
yang lebih baik dan menekan
praktik pertambangan ilegal
(KR, 3/7).

Hasil kajian menunjukkan
bahwa pola penambangan di DIY
cukup bermasalah. Terdapat li-
ma pola penambangan yang ti-
dak sesuai dengan ketentuan:
penambangan tanpa izin, pe-
nambangan di luar lokasi izin, penam-
bangan dengan izin yang belum sele-
sai, penambangan dengan izin yang
telah berakhir, dan penambangan ile-
gal di lahan berizin milik pihak lain.
Kondisi ini menciptakan kerusakan
lingkungan yang signifikan dan meng-
ganggu keseimbangan ekosistem.

Moratorium Izin Tambang

Moratorium perizinan tambang men-
jadi langkah penting untuk menahan
laju krisis lingkungan hidup dan miti-
gasi krisis iklim yang diakibatkan oleh
alih fungsi lahan yang tidak terkenda-
li. Pemerintah daerah memegang pe-
ranan penting dalam melindungi
wilayahnya, salah satunya dengan
mengimplementasikan moratorium
perizinan tambang. Ini juga meru-
pakan bagian dari pemenuhan hak
atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat bagi masyarakat, dengan menja-
ga daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup di suatu wilayah.

M Taufiq AR

Proses perizinan tambang harus di-
lakukan secara transparan, partisi-
patif, dan akuntabel. Hal ini penting
untuk memastikan adanya partisipasi
yang berarti dari masyarakat dalam
pengambilan keputusan yang berkait-
an dengan kegiatan pertambangan.

Selain itu, kebijakan perizinan ini ju-
ga harus mempertimbangkan kondisi
lingkungan hidup, serta perkembang-
an ekonomi, sosial, dan teknologi yang
ada. Kebijakan perizinan yang baik

merupakan instrumen penting dalam
mengendalikan pengelolaan pertam-
bangan dan memastikan bahwa
kegiatan tersebut dilakukan sesuai de-
ngan kaidah pengelolaan lingkungan
dan pemanfaatan ruang yang baik.
Good Mining Practices

Penerapan prinsip-prinsip tata kelo-
la tambang yang baik (good mining
practices) menjadi kunci dalam upaya
perbaikan tata kelola pertambangan.
Prinsip-prinsip ini meliputi partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, pene-
gakan hukum, dan berbasis pada pe-
lestarian lingkungan yang berkelanjut-
an. Dengan mengedepankan prinsip-
prinsip ini, diharapkan pengelolaan
tambang dapat memberikan manfaat
yang optimal bagi masyarakat sekitar,
sekaligus menjaga kelestarian ling-
kungan.

Selain itu, perbaikan tata kelola tam-
bang juga harus mencakup upaya
penegakan hukum yang tegas ter-

hadap  pelanggaran  peraturan.
Pemerintah harus memastikan bahwa
sanksi yang diberikan kepada pelang-
gar bersifat jera dan efektif dalam
mencegah terjadinya pelanggaran
serupa di masa depan. Penegakan
hukum yang tegas juga akan mem-
berikan sinyal kepada pelaku usaha
bahwa pemerintah serius dalam meng-
atur dan mengawasi aktivitas pertam-
bangan.

Pemda DIY juga perlu berkolaborasi
dengan berbagai pihak, termasuk ma-
syarakat, akademisi, dan organisasi
non-pemerintah, dalam upaya perbaik-
an tata kelola tambang. Kolaborasi ini
penting untuk memastikan bah-
wa kebijakan yang diambil ti-
dak hanya berpihak pada ke-
pentingan ekonomi, tetapi juga
mempertimbangkan aspek
sosial dan lingkungan. Dengan
melibatkan berbagai pihak, di-
harapkan akan tercipta solusi
yang komprehensif dan berke-
lanjutan dalam pengelolaan
tambang.

Walakhir, moratorium periz-
inan tambang yang diinisiasi
oleh Pemda DIY merupakan
langkah yang penting dan perlu
kita dukung dalam upaya per-
baikan tata kelola tambang.
Dengan mengedepankan prin-
sip-prinsip tata kelola yang
baik, penegakan hukum yang
tegas, serta kolaborasi yang erat
dengan berbagai pihak, diha-
rapkan pengelolaan tambang di
wilayah Sungai Progo dan DIY secara
umum dapat berjalan lebih baik, mem-
berikan manfaat yang optimal bagi
masyarakat, dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Hal itu merupakan
pengejawantahan dari salah satu pon-
dasi filosofi pembangunan DIY,
hamemayu hayuning bawana. O-d

*) M Taufiq AR (Ketua Forum
Pengurangan Risiko Bencana DIY,
Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan
Kebijakan Publik PWM DIY).
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan me-
ngirimkan artikel untuk SKH Kedau-
latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-
nya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 550 - 600 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih.

Influencer Sebagai Pengawal Demokrasi

TERLAMPAU banyak kajian yang
menjelaskan bahwa demokrasi di
banyak negara mengalami resesi dalam
dekade terakhir. Penurunan kualitas
demokrasi ini dikerangkai dalam berba-
gai istilah, seperti democracy backslid-
ing/ regression/ erosion, authoritarian
reversion, illiberal shift, dan lain seba-
gainya. Indonesia pun menjadi bagian
dari arus kemunduran demokrasi terse-
but.

Demokrasi Indonesia mengalami ber-
bagai tantangan, seperti lemahnya
penegakan hukum, manipulasi Pemilu,
korupsi, politik identitas dan seba-
gainya. Tantangan atas demokrasi juga
muncul dalam dunia digital. Fenomena
buzzer, penyebaran disinformasi hingga
ujaran kebencian menjadikan ruang
digital tidak lagi menjadi ruang yang se-
hat. Ruang digital justru seringkali
menjadi determinan yang menye-
babkan kualitas demokrasi semakin ter-
degradasi.

Namun begitu, baru-baru ini muncul
harapan dengan adanya fenomena in-
fluencer politik. Influencer jenis ini me-
miliki segmentasi khusus dengan mem-
bicarakan isu politik yang aktual dan
kontroversial. Mereka mampu memb-
ingkai ekspresi politik secara kreatif, be-
rani, dan kritis dengan memanfaatkan
media sosial dengan format yang ringan
seperti reel di Instagram, TikTok atau
short di Youtube. Influencer ini menjadi
harapan atas penguatan demokrasi
Indonesia.

Ketakutan Menjadi ‘Berbed’

Nelson Mandela pernah berujar bah-
wa media harus menjadi suara bagi
mereka yang tidak bersuara dan mem-
bela mereka yang tertindas. Di sinilah
relevansi kehadiran influencer politik.
Di saat seringkali kebenaran dalam ru-
ang digital terus dibayangi serangan
buzzer atau undang-undang karet, ke-
hadiran influencer politik penting da-
lam menghadirkan warna alternatif da-
lam menafsirkan berbagai dinamika
politik.

Kehadiran influencer politik sangat
terkait dengan teori Spiral of Silence
yang dikembangkan oleh Elisabeth
Noello-Neumann, seorang ilmuwan asal

Faiz Kasyfilham

Jerman. Berdasar teori ini, bagaimana
opini publik terbentuk dan bagaimana
individu menyuarakan atau menyem-
bunyikan pendapat sangat bergantung
pada persepsi tentang mayoritas atau
minoritasnya pandangan mereka dalam
masyarakat. Dalam bahasa lain, pewa-
canaan atas isu politik dan sikap indi-
vidu atas wacana tersebut sangat
bergantung pada bagaimana mayoritas
publik mendefinisikan dan menyikapi
isu politik tersebut.

Oleh sebab itu, seorang individu akan
cenderung lebih vokal di media sosial ji-
ka merasa bahwa pandangannya
adalah bagian dari opini mayoritas dan
berpotensi mendapatkan dukungan
dari kebanyakan orang. Sebaliknya, jika
seorang individu merasa pandangannya
merupakan bagian dari opini minoritas,
maka ia akan cenderung diam atau me-
nyembunyikan pandangan tersebut.

Sikap bermain aman diambil individu
untuk menghindari justifikasi negatif
dan isolasi secara sosial (fear of social
isolation). Ketakutan akan isolasi bisa
mewujud pada konsekuensi negatif
yang diterima individu dalam

peran dalam menghidupkan ruang-ru-
ang digital sebagai ruang yang
demokratis dan membisingkannya agar
tidak senyap dan monolitik.

Kehadiran influencer politik menjadi
harapan dalam memperkuat pondasi
demokrasi yang kian goyah akibat
lemahnya fungsi check and balances
dari trias politica dan terkooptasinya be-
berapa media oleh kepentingan pe-
modal. Saat ini influencer politik menja-
di jalan keluar. Mereka menjadi cam-
paigner yang mengajak orang lain un-
tuk ikut menyuarakan hal-hal penting
bangsa ini dengan cara yang kreatif dan
kritis. Sebuah usaha yang mulai terasa
hasilnya di mana mulai muncul banyak
anak muda yang ikut menyebarkan
konten-konten yang serupa.

Syahdan, para influencer yang mayo-
ritas merupakan anak muda meru-
pakan pengawal penting demokrasi
Indonesia. Di satu sisi mereka adalah
sipil yang memainkan fungsi kontrol
atas penguasa, di sisi lain mereka
adalah bagian dari media baru yang me-
miliki segmentasi pengaruh yang luas
dalam memperkuat demokrasi
Indonesia ke depannya. [O-f

*) Faiz Kasyfilham, peneliti politik.

kehidupan pribadi atau profe-
sional mereka, seperti
rusaknya hubungan dengan
keluarga dan teman atau han-
curnya karier pekerjaan mere-
ka. Membungkam diri adalah

pilihan paling rasional seorang DKPP . )
individu daripada menyuara- -- Saatnya menciptakan pemilu
kan suara alternatif dan ramah perempuan.
berpotensi merugi. ek
Kebisingan Sebagm Asa Ombudsman temukan masalah
Demokrasi . L
PPDB di 10 provinsi

Influencer politik menjadi
asa untuk meramaikan kem-
bali nuansa bungkam orang-
orang yang takut menyua-
rakan alternatif atas status
quo. Mereka menjadi penanda
bahwa masih ada ruang bagi
suara yang berbeda, suara
yang siap diserang oleh buzzer,
disinformasi atau serangan
lainnya. Para influencer ini ber-
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Koalisi Perempuan apresiasi putusan

-- Lantas apa tindakannya?

SYL menangis saat bacakan pledoi
-- Bagaimana ketika mengambil
uang rakyat?
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